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TENTANG

KOMIST PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

M_enirﬁbang- :

| Mengingat

1

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA -

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, :

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa[ 12 ayat (3) Undang— '

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang - Sistem  Penyuluhan
Pertantan, Perikanan dan Kehutanan, periu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Komisi Penyuluhan Pertaman, Perlkanan dan
Kehutanan Provlnsl Sulawesi Tengah ' S0

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 téntang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara ~Tengah ¢an Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor.7 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1964
Normor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 1ndon&s|a Nomor
2687); _ _

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokoI-: )
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
3041) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

- . Tahun 1999 (Lembaran - Negara Republiik.Indonesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890); -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran ,
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan :
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3656); .
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~ Menetapkan :

. Undang-Undang Nomior 41 Tahun 1999 .tentang  ‘Kehutaman

sebagalmana telah diubah dengan Undang-Lindang Nomor 19 Tahuh-

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1.Tahun 2004 tentang Perubahan atas. Undang-

- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

. Undang - {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 3888),

."Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlkanan‘
- (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118
,_Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437), L

. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
" Daerah (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437)

* sebagaimana -telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. '
--12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- . Nomor 32 Tahun 2008 tentang: Pemetintaban Daerah (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2008 -Nomor 59, Tambahan
. -_Lembaran Negara Repubhk Indcne51a Nomor 4844), o

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan S
Pertanian, Perlkanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara_
‘ -Repubhk Indonesia Nomor 4660), . .

8. Peraturan Daerah Pravinsi Sulawes! Tengah Nomor 03 Tahun 2009

- tenteng Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

Daerah Prov!ns! Sulawesl Tengah Tahun 2009 Nomor 3),

MEMUTUSKAN

-PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYULUHAN

PERTANIAN, . PERIKANAN DAI'I I(EHUTANAN PROVINSI_

3 SULAWESI TENGAH,

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.  Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. ' ' ’

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal unsur
Penye[enggara Pemerlntahan Daerah - - e -
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_ Gubernur ada!ah Gubernur Sulawesu Tengah
Badan Koordinasi Penyuluhan, adalah Badan Koordmasu Penyu!uhan Pertaman,
Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. -

Sekretariat Badan Koordinasl Penyuiuhan. adafah Sekretariat Badan Koordinas!
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah., -

* Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretaris ‘Badan- Koordinasi
Peryuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provins} Sulawes] Tengah. '
Penyulunan Pertanlan, Perlkanan, = Kehutanan . yang selanjutnya - disebut
.penyuluhan adalah proses pembela]aran bagi pelaku utama serta pelaku usaha

_agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses Informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya,
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, -pendapatan,

" dan kesejahteraannya, serta memngkatkan kesadaran dalam pelestanan fungsl
lmgkungan hldup .

T

BAB iy
PEHBEN‘I‘ UKAH

' ' Pasal 2 o
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komist Penyuluhan Pertanlan, Perlkanan dan
Kehutanan Provins! Sulawesl Tengah yang selanjutnya disebut Komist Penyuluhan
Provinsi (KPP) ' S

X Pasal 3 . '
Komlsl Penyuluhan Provmsi (KPP) merupakan unsur kelembagaan mdependen di bldang,_
_ Penyuluhan yang membantu Pemerintah Daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu.
Unsur Keanggotaan

- ' Pasal 4 :

. (1) Anggota Kom|5| Penyuluhan Provinsi (KPP} adalah pakar dan/atau praktlsi yang '

o ‘mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan
perianian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan dari unsur

' sebagal berikut : .

dosen perguruan tinggi; .

peneliti pertanian, perikanan dan kehutanan,

perwakilan organisasi profes! pertanian, perikanan dan kehutanan,

pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

penyulut pertanian, perikanan dan kehutanan; :

pelaku usaha di bidang. pertanian, penkanan dan kehutanan, .

g pejabat pemerlntah daerah; dan

erppnoe
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3

h pakar manchrl ot} bidang penyuiuhan pertama, perikanan dan kehutanan
Anggota - Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) berjumlah gazal paling sedlk:t 13.

(tigabelas) orang dan paling banyak (17 (tujubelas) orang.

Komposisl anggota -Komisl Penyuiuban  Provinsi (KPP) sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (2) meliputi 70% (tujuh puluh persen) dari unsur independen dan 30% .~

+ (tiga puluh persen) darl unsur pejabat Pemerlnmh Daerah dengan memperhatikan o

&)

(2).
_ - pada ayat (1) berakhir dapat diplilh kembali.
(3)

, (1.)

@)
€)

()

@

keterwakilan perempuan -

‘Bagian xe_.ma |
_rMasa Tugas

' Pasals

'Masa tugas Komilsi penyuluhan ‘Provinsi- (KPP) seiama 5 (Iima) tahun dan'

dimungkinkan pergantian anggota antar waktu. -
Setelah masa tugas Komisi Penyuluhan Provmsi (KPP) sebagaimana dlmaksud

Untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Penyuiuhan Prowns: (KPP)
sebagian anggota Iama tetap dipertahankan ' : R _

: Baglan Ketlga
' _Struktur ,

“Pasal 6

: Struktur Keanggotaan Komlsi Penyuluhan Provinsi (KPP) terdm dan L

a.  Seorang Ketug;

- b.  Seorang Wakil Ketua,

c. Seorang Sekretaris;

" d.. Seorang Wakil Sekretarls, dan

e. Anggota ;

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakll Sekretans sebagaimana dlmaksud pada- -

ayat (1) huruf a sampal dengan huruf d merangkap sebagai anggota. _
Untuk mendukung tugas Komisi - Penyuluhan Provinsi (KPP) Sekretans Badan.
mer_nbentuk Sekretariat :quisi Penyuluhan Provinsi.

:  Pasal - 7 ’
Ketua dan Wakll Ketua sebagalmana dimaksud dalam Pasaf 5 ayat (1) huruf a dan ‘
huruf: b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah. :
Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat’ (1). ,

-huruf ¢ dan huruf d° adalah Sekretarls BAKORLUH dan salah seorang Kepala -

@

Bidang di lingkungan Sekretariat -BAKQRLUH. ‘
Semua anggots sebagaimana dimaksud da_lam, _Pasal :5 ayat- (1) ,hur_uf e-
merupakan anggota penuh yang mempunyal hak dan kewajiban yang sama. o
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Pengangkatan Komisi Penyuluhan Provinsl (KPP) ditetapkan ‘dengan Keputusan
Gubernur. - - o : B

BABLV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu '
-Tugas =~ -

Paragraf Kesatu
Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) -

. Pasal 9 : : o
(1) Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) mempunyal tugas pokok memberikan masukan
kepada Gubernur sebagal bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyulyhan
“provinsl. : . L e '
(2) Uralan tugas Komisi Penyuluhan Provinst (KPP} meliputi & o - : :

- a, memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal
-yang berkaltan dengan penyusunan kebljakan dan strategl penyuiuhan
provinsl; - _ ) ' .

b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah
daerash  untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan. sesuai
dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah; ‘

€. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan

- pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi; dan =~

d. memberikan altematif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsl. _ '

_ Paragraf Kedua N
Tugas dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Wakil Sekretaris dan Anggota .
: A ' Pasal 10 . -

(1) Ketua mempunyal tugas dan fungsl mengarahkan keglatan dan penanggungjawab
seluruh kegiatan, memimpin’ rapat/pertemuan, mewakili KPP dengan pihak luar

~ - dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Gubernur.

(2) Wakll Ketua mempunyal tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila
berhalangan, menjadi penghubung KPP dengan provinsi melalul BAKORLUH
Pertanlan, Perlkanan dan Kehutanan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinst,
melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPP dan/atau Ketua KPP,
bersama Sekretars membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan

~ kepada Ketua KPP, : ' :

o
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G)

Sekretans mempunyan tugas dan fungsi mengums keguatan administrasi menjadl

. penghubung administrasi dan keuangan/pemblayaan antara KPP dengan

Sekretariat  BAKORLUH pertanian,  perikanan dan kehutanan/kelembagaan

.penyuluhan tingkat provinsi, mengurus administrasi penerimaan, pengefuaran dan

' pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan

(4)

oleh rapat danfatau ketua KPPfwakil ketua KPP, bertanggungjewab atas surat
masuk - dan keluar serta - bersama-sama wakil ketua KPP membuat dan
menyampalkan faporan kegiatan kepada Ketua KPP. -

wakil Sekretarls mempunyal tugas membantu tugas Sekretaris dan mewaklli
sekretaris apablla sekretarls berhalangan melaksanakan tugasnya.

(5) Anggota. KPP mempunyal fugas dan fungsl menghadiri rapat-rapat KPP,

melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan. cleh Ketua KPP, memberikan
saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KPP balk di dalam rapat maupun
diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta - maembuat dan
menyampalkan laporan keglatari yang berhubungan dengan tugas vang diberikan
oleh ketua KPP kepada Ketua KPP

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

Komisi Penyuluhan Provmsi (KPP) mempunyan wewenang untuk:

a.
b.

-G

' (1)

menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri; - -

menanggapl secara proaktif berbagal permasalahan yang berkembang dalam
penyelenggaraan penyuluhan; _

mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagal bahan- perumusan kebljakan
dan strategi penyuluhan;

memberikan - informasi mengenai kebijakan dan strategl penyuluhan kepada
pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;

mengusulkan personalia anggota Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagal bahan

pertimbangan bagi Gubermur untuk menetapkan keanggotaan Komisi Penyuluhan
Provinsi (KPP); dan

dalam kaitan -dengan tugasnya, Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) dapat
mengundang narasumber darl berhagal unsur terkalt dan aparat lingkup petanian,
‘pertkanan dan - kehutanan danfatau di luar lingkup pertanian; perikanan dan
kehutanan.

 BABV
TATA KERJA

' Pasal 12 :
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penyuluhan provlnsl wajib ‘menerapkan
prinsip koordinasi, Integrast dan sinkronisast baik dalam lingkungan Komisi
Penyuluhan Provinst (KPP) maupun dengan instans lain. . .
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) .'Secara berkal'a_ Kornisi Penyuluhan Provinsi (KPP) mengadakan rapat perternuan.
Lo N Pasal 13
{1) '-Jems rapat perternuan mellput| '
@, rapatpleno;
' b rapat khusus; dan )
.G, rapat tm kerja. : ' ' ' o
(2) Rapat pleno sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan 1
(satu) buian i (satu) kalf dan sewaktu-waktu apablla terdapat hal hal yang
- mendesak, .
- (3) Rapat khusus sebaga!mana dimaksud pada ayat’ (1) huruf b, dlselenggamkan' .
_ apabila ada keperluan atau masalah yang mendasak dengan mengundang pihak-
- plhak terkait. = -
(4) Rapat tim kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, dlselenggarakan :
E sesual keperluan : o L e 5 -

' : BABV! S L
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAI.AM JABATAN

' EE --Pasall4 - ' ERE
(1) Ketua, Wakll Ketua, Sekretarls, Wakil Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan. :

Provinst (KPP) diangkat dan dtberhentikan oleh Gubemur sesuai dengan peraturan _ -

- perundang-undangan,
(2) Masa tugas anggota  komis| Penyuluhan Provins} seiama 5 (Ilma) lahun dan
- - - dimungkinkan ada pergantian anggota antar wakiu.
(3) Setefah masa tugas berakhir anggota dapat dipilih kembali
_ BAB VII
PEMBIAYAAH

. Pasal 15 '

Segala pemb}ayaan Kormsi Penyuluhan Provlnsn dibebankan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah
dan dari sumber lam yang sah dan tldak mengrkat :

B BABVI'II" S
I KENTENTUAN PENUTUP -
L - ~ Pasal 15 | o
-'Pada saat Peraturan Gubernur inj mulal berfaku, Keputusan Gubernur Sulawe5| Tengah

Nomor : 188. 44/181/D:stanbunak-G ST/2004 tentang Komisi Penyuluhan Pertanlan '
Provmsl Sulawes: Tengah di cabut dan dnnyatakan tidak berlaku . . '
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s - Pasal 17 _
Peraturan Gubernur ml berlaku pada tanggal dlundangkan -

: Agar semua orang. mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Gubemur
" ini dengan penempatannya da!am Benta Daerah Provmsi Sulawesi Tengah :

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
B. PALIUDIU .

Dlundangkan di Palu R
" pada tanggal 21 Januan 2010

I(EPALA_ BIRO ..HUKI_.IM S

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 03
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